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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  

NOMOR    9   TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga Peraturan 

Daerah Kabupaten  Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon perlu 

dicabut; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 

Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Keuangan Pekon. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5364); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6321); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
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  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 159); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

KABUPATEN PESISIR BARAT 
 

dan 
 

BUPATI PESISIR BARAT 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 

2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON. 

   

Pasal 1 

  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 
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Barat Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat. 

 
   Ditetapkan di Krui  

pada tanggal  9 November 2021 
 

 
 

BUPATI PESISIR BARAT, 
 

                 ttd 
 

AGUS ISTIQLAL 

 

 

Diundangkan di Krui  
pada tanggal  9 November 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT, 
 

            ttd 
 

N. LINGGA KUSUMA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  TAHUN 2021 NOMOR 9 

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 09/1221/PSB/2021 
 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 
 

 
 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 
NIP. 19740526 200212 1 002 
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